[image: image1.png]



MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024

	Pemohon
	:
	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1)

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara 

	Pihak Terkait
	:
	Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2)

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	 Senin, 26 Mei 2025


	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 25 April 2025 pukul 15.30 WIB yang pada pokoknya terjadi perselisihan suara yang disebabkan adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi perolehan suara Pemohon berupa pelangaran politik uang. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah pada kelompok/klaster petitum pertama untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. (Pihak Terkait) terbukti tidak memenuhi syarat calon, menyatakan diskualifikasi Pihak Terkait, menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 20/2025) sepanjang untuk Pihak Terkait, dan Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 21/2025) sepanjang Penetapan Nomor  Urut 2 (dua), menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 312/2025), sepanjang perolehan suara Pihak Terkait, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanpa diikuti oleh Pihak Terkait. Sementara pada kelompok/klaster petitum kedua agar Termohon menyatakan Pihak Terkait terbukti tidak memenuhi syarat, menyatakan diskualifikasi Pihak Terkait, menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 20/2025 sepanjang untuk Pihak Terkait, dan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 21/2025 sepanjang Penetapan Nomor  Urut 2 (dua), menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 312/2025 sepanjang perolehan suara Pihak Terkait, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh Calon Wakil Bupati Nomor 2 (dua) atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. 


Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan melainkan sengketa pemilihan dan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap hal tersebut, oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 312/2025 bertanggal 23 April 2025, pukul 18.10 WITA, yang merupakan kelanjutan dari keputusan sebelumnya yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  Gorontalo  Utara  Tahun 2024  bertanggal 4 Desember 2024 pukul 14.30 WITA yang telah dinyatakan batal oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan       a quo.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 312/2025 pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, pukul 18.10 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025, pukul 15.30 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.


Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap hal tersebut, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yakni mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon a quo, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait  a quo adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016  dalam perkara a quo, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

1. Adanya pelanggaran syarat formil pendaftaran calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu tidak memenuhi syarat pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat karena ijazah kelulusan Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf adalah tidak sah. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024);

2. Adanya pelanggaran politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), setidaknya terjadi di 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang berdampak pada kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.


Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat di mana ijazah kelulusan Paket C milik atas nama Nurjana Hasan Yusuf adalah tidak sah. Terhadap keabsahan ijazah dimaksud, terdapat fakta hukum bahwa Nurjana Hasan Yusuf memiliki ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun 2012 dengan Nomor Ijazah DN-PC 0158627, bertanggal 4 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Tombeg Dante, S.Pd., M.Pd. Ijazah Paket C tersebut diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan ujian yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sam Ratulangi Paal Dua, yang beroperasi pada tanggal 7 Februari 2011 sesuai izin operasional Nomor 0464/D.01/Dik/PNFI/2012. Selain itu, keabsahan kepemilikan ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf juga diperkuat dengan dokumen sebagai berikut
1. Surat Keterangan PKBM Sam Ratulangi Paal Dua Nomor 0017/PKBM-SR/III/2025, bertanggal 5 Maret 2025, menyatakan bahwa Nurjana Hasan Yusuf telah mengikuti Pembelajaran Kelas Kesetaraan Paket C di PKBM Sam Ratulangi yang telah berdiri sejak tahun 2009 serta Ujian Kesetaraan Paket C dan dinyatakan lulus. 

2. Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kota Manado Nomor 400.3.1/D.01/DIKBUD/464/2025, menyatakan bahwa ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf nomor seri 17PC0158050 yang ditetapkan pada tahun 2012 oleh PKBM Sam Ratulangi adalah sah;

3. Surat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0412/H4/SK.02.02/2025 bertanggal 7 Mei 2025 dan Nomor 00694/C5/DM.00.02/2025 bertanggal 9 Mei 2025, menyatakan berdasarkan database pada biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK), Nurjana Hasan Yusuf terdaftar dan mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2012.


Terlebih, pada saat Tahap Pendaftaran Pasangan Calon, Termohon telah melakukan klarifikasi atas dokumen Ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf selaku Bakal Calon Wakil Bupati, kepada PKBM Sam Ratulangi Paal Dua serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kota Manado pada tanggal 2 September 2024, yang menyatakan benar Nurjana Hasan Yusuf dengan Nomor Induk Siswa 059 pernah belajar dan lulus dari PKBM Sam Ratulangi Paal Dua pada tahun 2012 sebagaimana ijazah Nomor DN- PC 0158627 dan benar ditandatangani oleh Tombeg Dante S.Pd., M.Pd selaku Ketua Dinas Pendidikan Kota Manado. Adapun dokumen dimaksud berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 243/PL.02.2-BA/7505/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, tanggal 14 September 2024, dinyatakan telah memenuhi syarat. Sehingga Pasangan Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara dengan Nomor Urut 2.


Sementara itu, terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Urut 2 dimaksud, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/29.05/III/2025 dan Nomor 02/PL/PB/Kab/29.05/III/2025 dengan hasil pemeriksaan laporan tidak memenuhi syarat formil serta Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/29.05/V/2025 yang kemudian diregister dengan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 dengan pemberitahuan status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.


Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara TSM setidaknya terjadi di 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang berdampak pada kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut Mahkamah setelah mencermati permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata Pemohon hanya mendalilkan terjadinya politik uang di 9 (sembilan) kecamatan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Kecamatan Anggrek, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Monano, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Riau, Kecamatan Atinggola, dan Kecamatan Tomilito. Terhadap beberapa peristiwa dugaan politik uang yaitu pembagian uang dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon telah membuat beberapa laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, antara lain di Kecamatan Atinggola, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Kwandang, dan Kecamatan Anggrek.


Selanjutnya terhadap laporan-laporan tersebut Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya antara lain menyatakan laporan dicabut, tidak memenuhi syarat formil, dan terbukti sebagai pelanggaran pemilihan untuk kemudian direkomendasikan kepada Kepolisian Resor Gorontalo Utara dan Terlapor telah berstatus sebagai Tersangka. Hal demikian juga sesuai dengan fakta persidangan pada tanggal 20 Mei 2025, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam keterangannya menyatakan bahwa dari 43 (empat puluh tiga) laporan dugaan politik uang yang masuk, 6 (enam) laporan ditindaklanjuti kepada Kepolisian Resor Gorontalo Utara.


Lebih lanjut terhadap laporan Pemohon mengenai pelanggaran politik uang secara TSM di Kabupaten Grontalo Utara, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima Laporan Nomor 01/PL/TSM-PB/29.00/IV/2025 tanggal 19 April 2025 terkait dengan dugaan politik uang di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Anggrek, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Monano, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Riau, Kecamatan Atinggola, dan Kecamatan Tomilito, yang kemudian diregister dengan Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025 tanggal 23 April 2025. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025 tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya menyatakan laporan ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan. Pada persidangan tanggal 20 Mei 2025 Mahkamah menemukan fakta bahwa terhadap sidang pemeriksaan tersebut Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menjatuhkan Putusan Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025 bertanggal 19 Mei 2025 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan secara TSM.


Kemudian berkenaan dengan perolehan suara Pemohon yang turun dari perolehan suara pada Pemilihan serentak pada tanggal 27 November 2024 yang menurut Pemohon diakibatkan adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, ditemukan fakta terdapat penurunan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang semula 83.46% pemilih menjadi 80.11% pemilih. Penurunan jumlah partisipasi pemilih dimaksud tidak hanya berdampak pada perubahan perolehan suara salah satu pasangan calon saja, dalam hal ini khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2, melainkan juga berdampak pada perolehan suara seluruh pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum;


Bahwa selain dalil-dalil Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga menyampaikan dokumen ad informandum melalui Surat Nomor 111/ZP/V/2025 bertanggal 20 Mei 2025 perihal Penyampaian Dokumen Ad Informandum: IJAZAH/STTB SMU Gorontalo Tahun 2022 dan Daftar Riwayat Hidup Nurjana Hasan Yusuf, S.IP Dalam Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014, dalam Perkara PHP Pilbup Gorontalo Utara No. 320/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, 20 Mei 2025, pukul 16.05 WIB. Berkenaan dengan dokumen ad informandum beserta lampirannya tersebut, merupakan berkas yang diajukan di luar persidangan yang memuat uraian dalil dan bukti tambahan. Sehingga dokumen ad informandum dan lampirannya tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai ad informandum karena sesungguhnya merupakan tambahan uraian dalil yang diajukan oleh Pemohon di luar batas waktu pengajuan perbaikan permohonan yang telah ditentukan. Demikian pula halnya terhadap lampiran dokumen ad informandum yang merupakan bukti tambahan tidak dapat dipertimbangkan Mahkamah karena diajukan oleh Pemohon setelah Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara selesai. Terlebih uraian dalil Pemohon tersebut berkaitan dengan persyaratan administrasi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dengan demikian, dokumen ad informandum beserta lampirannya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.


Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon  sehingga Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan        a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus” 

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025, menyatakan Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu). Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.


Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara adalah 131.338 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah 2% x 73.759 suara (total suara sah) = 1.475 suara. Adapun perbedaan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 37.985 suara – 35.345 suara = 2.640 suara (3,57 %) atau lebih dari 1.475 suara.



Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Andaipun memiliki, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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